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SALINAN

BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 129 /404.101.2/B/2023

TENTANG

PENUNJUKAN UNIT KERJA PEMBANGUN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga komitmen dan sebagai
bentuk percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi guna
mewujudkan birokrasi pemerintahan yang berorientasi
pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif,
kolaboratif serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme perlu
ditunjuk unit kerja pembangun zona integritas menuju
wilayah bebas dari korupsi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Penunjukkan Unit Kerja Pembangun Zona
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4250);



“'

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5324) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang

Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6123);

. Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018

tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di
Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);



10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang
Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birorkasi Bersih
da Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 25 Tahun 2020
tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021

Nomor 08);
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Unit Kerja Pembangun Zona Integritas menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi.

KEDUA : Unit Kerja Pembangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas
dari Korupsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 29 Mt 2023
BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Instansi atau Unit Kerja yang bersangkutan.




LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR :188/129 /404.101.2/B/2023
TANGGAL : 29 Mer 202%

UNIT KERJA PEMBANGUN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI

No Instansi Unit Kerja
1 2 3
1. | Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi |a. Puskesmas Pangkur Kabupaten
Ngawi
b. Puskesmas Gemarang Kabupaten
Ngawi
2. | Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi |a. SMPN 1 Ngawi
b. SMPN 2 Ngawi
3. | Dinas Penanaman Modal dan | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ngawi

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,
ttd

ONY ANWAR HARSONO




